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KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Persoalan korupsitelah menjadimasalah serius di negeriini, dan telah men-
jangkit di berbagai lembaga/institusi/organisasi, baik pemerintah maupun
swasta termasuk dalam pengelolaan perseroan dan BUMN. Seperti yang di-
ungkapkan Dr. Asep N. Mulyana dalam buku ini, penyimpangan (fraud) dan
korupsi dalam pengelolaan BUMN dipengaruhi berbagai hal, antara lain mis-
management dan fraud yang dilakukan oleh kalangan internal, kebijakan
pemerintah, serta kondisi makro ekonomi dalam skala nasional maupun alur
perekonomian dunia. Sulitnya proses perizinan misalnya, mendorong organ
BUMN melakukan suap kepada penyelenggara negara untuk mendapatkan
kemudahan atau izin yang diinginkan. Begitu pun, dengan kasus suap yang
melibatkan berbagai organ korporasi lainnya, menunjukkan bahwa sistem
manajemen pengelolaan perusahaan belum begitu baik.

Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini melaui Badan Standardisasi
Nasional (BSN) dengan menyusun dan menetapkan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001: 2016 yang secara identik
mengadopsi ISO 37001: 2016 “Anti Bribery Management Systems Requirements
with Guidance for Use” perlu mendapat apresiasi. Sistem tersebut kiranya di-
susun sebagai sebuah jawaban atas ketiadaan pedoman yang komprehensif
dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari praktik korupsi.
Sistem tersebut diharapkan dapat membantu organisasi untuk mengendali-
kan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan,
serta menangani persoalan penyuapan.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya memberikan apresiasi yang besar
atas gagasan yang ditawarkan Dr. Asep N. Mulyana, seorang jaksa senior
sekaligus akademikus berkenaan dengan upaya penanggulangan praktik
penyuapan di sektor bisnis, melalui konsep deferred prosecution agreement.



Konsep ini mencoba memadukan antara pendekatan hukum dan pendekatan
ekonomi, dengan mencoba senantiasa memperhatikan efek domino ber-
ikut dampaknya terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat,
sebagai akibat dari penggunaan instrumen hukum pidana terhadap kejahatan
di sektor bisnis. Dengan demikian, penggunaan instrumen pidana diharapkan
tidak dilakukan secara serampangan yang berakibat pada kerugian ekonomi
yang lebih besar.

Disampingitu,dengan mengacu pada sistem manajemen anti penyuapan,
penulis juga mencoba memberikan warna baru dalam proses penegakan
hukum ikhwal kejahatan bisnis, di mana aparat penegak hukum diharuskan
memperhatikan karakteristik dan sifat aktivitas ekonomi yang tidak hanya
bersentuhan dengan aspek hukum pidana, tetapi acapkali bersinggungan
pula dengan segi-segi hukum administratif maupun hak-hak keperdataan
masyarakat. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep penegakan hukum
yang sedang berkembang saat ini, yang tidak hanya menggunakan pen-
dekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan restoratif, korektif, dan
rehabilitatif. Oleh karena itu, penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk
memberi saran/masukan, bahkan rekomendasi terhadap perbaikan sistem
manajemen perusahaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum
tersebut.

Saya berharap gagasan konstruktif ini dapat mengilhami kita, dan menjadi
bahan masukan dalam merampungkan penyusunan pembaharuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Udang-Undang Hukum Acara
Pidana juga berbagai perundang-undangan lainnya, khususnya berkenaan
dengan penanggulangan berbagai jenis dan varian kejahatan di sektor bisnis.

Akhir kata, saya sampaikan selamat kepada penulis atas keberhasilan
dalam menyelesaikan buku ini. Semoga gagasan yang Saudara tawarkan
dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari2019
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI

i _—

H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA
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JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Institusi Kejaksaan memberikan perhatian khusus terhadap upaya pe-
nanggulangan tindak pidana korupsi, baik melalui pendekatan follow the
suspect, menangkap dan memproses aktor-aktor pelakunya, maupun melalui
pendekatan follow the money dan follow the asset dengan jalan menelusuri,
mengejar, merampas harta kekayaan berikut aset-aset hasil kejahatannya
sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan dan me-
mulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penegakan hukum
oleh Kejaksaan terhadap kejahatan yang dilakukan secara individu maupun
korporasi, tidak hanya ditempuh menggunakan instrumen hukum pidana
melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi, tetapi juga dengan memaksimalkan fungsi Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara dengan cara mempailitkan serta membubarkan korporasi,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam kapasitas selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan juga telah
beberapa kali melakukan pembubaran perusahaan seperti PT Wijaya Cipta
Perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu, maupun mengajukan permohonan
pemailitan atas PT Aneka Surya Agung di Pengadilan Niaga Medan dan
PT Qurnia Subur Alam Raya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meski dalam
praktiknya perlu diakui bahwa tindakan mempailitkan atau membubarkan
perseroan tersebut tidak mudah, mengingat para Jaksa Pengacara Negara
baru akan lebih percaya diri melakukan tindakannya apabila terlebih dahulu



telah ada putusan pengadilan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap
(in kracht van gewijsde).

Atas dasar realitas inilah, Dr. Asep N. Mulyana mencoba membuat sebuah
wacana pemikiran berkenaan deferred prosecution agreement (DPA), sebuah
konsep yang mencoba mengintegrasikan proses penegakan hukum pidana
dan hukum perdata. Meskipun konsep itu berasal dari sistem hukum common
law yang berlaku, eksis dan dipraktikkan oleh para Jaksa di Amerika Serikat,
gagasan yang ditulis dalam buku ini setidaknya dapat menjadi wacana
pemikiran dan diskursus akademik sehingga pada suatu saat dapat diadopsi
ke dalam ketentuan hukum positif, terutama terkait penegakan hukum tindak
kejahatan bisnis yang melibatkan korporasi.

Berkenaan dengan itu, secara pribadi maupun selaku pimpinan institusi
Kejaksaan RI, Saya memberikan apresiasi dan dukungan atas diterbitkannya
buku Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis sebagai salah
satu bentuk tradisi intelektual yang diharapkan dapat diikuti oleh insan
Adhyaksa lainnya. Semoga penulisan buku ini memberikan manfaat bagi
semua pihak, baik praktisi hukum, akademikus, mahasiswa maupun ma-
syarakat pembacanya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2019
JAKSA AGUNGREPUBLIK INDONESIA

H.M. PRASETYO
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Kata Pengantar

Syukur alhamdulillah, akhirnya penulisan buku Deferred Prosecution Agreement
Dalam Kejahatan Bisnis telah dapat diselesaikan. Penulisan buku ini di-
dasarkan pada suatu pemikiran yang sederhana, untuk dapat menghadirkan
proses penanganan perkara yang efektif sehingga dapat mendukung trans-
aksi bisnis maupun aktivitas ekonomi pada umumnya.

Suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahwa suatu transaksi bisnis
tidak hanya merupakan domain hukum perdata dan administrasi, tetapi juga
akan bersentuhan dengan aspek hukum pidana. Sementara ketika terjadinya
dispute antara para pelaku bisnis yang berujung pada suatu pelanggaran
hukum, seolah-olah antara penyelesaian hukum melalui mekanisme keper-
dataan dengan mekanisme peradilan pidana, merupakan proses yang berja-
lan sendiri-sendiri, terpisah antara satu dengan lainnya.

Fenomena proses hukum sedemikian, antara lain terlihat dari banyaknya
perkara pidana yang bersinggungan dengan perkara perdata diproses mulai
dari peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri, upaya hukum banding di
pengadilan tinggi, sampai upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Padahal
adakalanya suatu gugatan keperdataan yang diajukan suatu pihak memiliki
substansi, tempus dan locus yang juga dijadikan dasar untuk melaporkan ke
aparat penegak hukum. Begitu pula sebaliknya, putusan hakim dalam suatu
perkara pidana tidak jarang juga dijadikan pokok-pokok gugatan keperdataan
untuk diajukan dan disidangkan ke pengadilan. Ironisnya lagi, perkara pidana
dan perkara perdata yang beririsan itu ditangani oleh Majelis Hakim yang
berbeda dengan substansi putusan yang berbeda pula.

Pada sisi lain, penulis juga mencermati begitu kuatnya filosofi retributif
dan paradigma penjeraan yang banyak dianut oleh aparat penegak hukum,
sehingga lebih mengedepankan pada penghukuman badan (penjara). Dalam
skala tertentu, upaya penindakan melalui instrumen hukum pidana secara
konvensional, yang hanya berorientasi penjeraan terhadap pelaku dengan
didasarkan teori absolute tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi, pada
gilirannya dapat menimbulkan efek domino terhadap kelangsungan hidup
karyawan perusahaan dan pekerja proyek sebagai akibat terhentinya aktivitas
perusahaan, masyarakat konsumen, maupun perekonomian nasional secara
keseluruhan.



Mencermati realitas objektif di atas, penulis mencoba menawarkan suatu
wacana pemikiran, berupa model penegakan hukum terhadap kejahatan
bisnis dengan konsep deferred prosecution agreement (DPA). Melalui konsep ini,
Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk melakukan penangguhan
penuntutan terhadap korporasi, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
dengan berbagai persyaratan tertentu. Untuk menjamin objektivitas dan
transparansi, perjanjian antara Jaksa dengan entitas perusahaan diajukan
ke pengadilan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Pada akhirnya,
penetapan pengadilan tersebut tidak hanya mewajibkan perusahaan untuk
membayar denda kepada negara, mengembalikan keuntungan yang didapat,
mengganti kerugian yang diderita masyarakat, bahkan Jaksa juga dapat ikut
mengawasi perbaikan tata kelola manajemen dan bisnis proses perusahaan
agar lebih baik di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak dapat hadir tanpa upaya pener-
bit sehingga sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada
Pimpinan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, yang telah menerima
naskah penulis untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Dalam kesempatan ini,
penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Bapak H. Bambang Soesatyo dan Jaksa Agung Republik
Indonesia Bapak Dr. (HC) H.M. Prasetyo, yang berkenan untuk senantiasa mem-
bimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan sambutan di buku ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu penerbitan buku ini, terutama kepada para Jaksa pada Asisten
Khusus Jaksa Agung RI. Mudah-mudahan buku ini dapat menambah bahan
kepustakaan hukum serta menjadi pemantik diskusi bagi pengembangan
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A. LATAR BELAKANG

Tampaknya, mitos bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak kreatif
dan inovatif, hanyalah merupakan cerita lama dan mulai terbantahkan. Pada
saat ini, justru perusahaan-perusahaan negara telah mampu bersaing dan
bersanding dengan perusahaan global, sebagaimana halnya dibuktikan
PT Bank Mandiri (Persero) yang kinerjanya diakui dunia.

Dalam Majalah Forbes pada Oktober 2018, perusahaan-perusahaan milik
negara telah mendapatkan tempat terhormat dalam daftar 500 perusahaan
terbaik dunia, sejajar dengan perusahaan transnasional lain. World’s Best
Employers versi Majalah Forbes yang berkedudukan di Amerika Serikat tersebut,
menempatkan PT Bank Mandiri (Persero) berada pada peringkat kesebelas
dunia dengan jumlah karyawan 36.307 orang dan memiliki nilai penjualan
sekitar US$ 8,1 miliar, serta kapitalisasi pasar US$ 24,1 miliar. Pencapaian pada
tahun 2018 ini, lebih baik daripada tahun 2016 yang menempatkan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk pada posisi 462 dunia.

Di samping PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Majalah Forbes juga me-
nempatkan tiga BUMN lain sebagai perusahaan kelas dunia. Ketiga BUMN
tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di peringkat ke-
112, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada peringkat ke-157, dan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada posisi ke-186.

Tabel 1.1
Kinerja Bank BUMN
BANK LABA KREDIT KDE:I’;‘ F;g‘g}'(‘)
BRI 23,5 808,9 872,7 1.183,0
Mandiri 18,1 781,1 831,2 1.173,0
BNI 11,4 487,0 548,6 763,5
BTN 2,23 272,3 195,0 2723

Sumber: Bisnis Indonesia. 16 Januari 2019

1 Majalah Forbes Indonesia, Volume 9 Issue 10, Edisi Oktober 2018.




Sementara itu, perusahaan swasta nasional yang termasuk dalam 500
perusahaan terbaik dunia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk pada posisi ke-
32 dengan penjualan sebesar USS 5,2 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar
US$ 40,2 miliar, serta PT Gudang Garam Tbk pada peringkat ke-109 dengan
penjualan sebesar US$ 6,3 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US$ 9,7 miliar.

Hasil survei yang dirilis Majalah Forbes itu, berdasarkan pada penilaian
terhadap sekitar 430 ribu pegawai dari seluruh dunia. Dalam hal ini, para
pegawai diminta untuk memberikan penilaian terhadap perusahaan tempat
mereka bekerja, serta sampai seberapa jauh mereka merekomendasikan
tempat kerja itu ke berbagai pihak termasuk sahabat atau keluarganya.

Delapan perusahaan terbaik dunia versi Forbes 2018 Global 200, yaitu
Alphabet (Amerika Serikat) dengan nilai penjualan sebesar USS$S 296,9 dan
keuntungan sebesar US$ 16,6 miliar, Microsoft (Amerika Serikat) dengan
penjualan sebesar US$ 103,3 miliar dan keuntungan sebesar US$ 14,2 miliar,
Apple (Amerika Serikat), Walt Disney (Penyiaran, Amerika Serikat), Amazone
(Marketplace, AmerikaSerikat), CNOOC(Migas, HongKong), Daimler (Automotif,
Jerman) dan Kasikorn Bank (Bank Lokal, Thailand). Perusahaan-perusahaan
kelas dunia tersebut telah malang melintang dalam aktivitas bisnis, sebagai
perusahaan transnasional dengan ekspansi bisnis di berbagai belahan dunia.?

Pencapaian prestasi tersebut, telah menjadikan BUMN dan berbagai
perusahaan swasta nasional berada sejajar dengan korporasi transnasional
dunia lain. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak hanya mengharumkan nama
Indonesia di percaturan bisnis internasional, tetapi juga mampu menyaingi
dan mengalahkan berbagai perusahaan kelas dunia, seperti Japan Exchange
Group (Jepang), MGM Resort (Amerika Serikat), China Petrolium Engneering
(Tiongkok), Siemens (Jerman), dan Volkswagen Group (Jerman).

Sementara itu, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk bergerak di
industri telekomunikasi menempati peringkat ke-112, dengan jumlah kar-
yawan 24.065 orang dan penjualan sebesar US$ 9,6 miliar, serta kapitalisasi
pasar sebesar US$ 25,8 miliar. Jumlah karyawan PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk sebanyak 27.803 orang, dengan penjualan sebesar US$ 4,9 miliar
dan kapitalisasi pasar sebesar US$S 11,1 miliar. Sementara PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk memiliki karyawan sebanyak 60.683 orang, dengan
penjualan sebesar US$ 9,3 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US$ 27,7 miliar.

Pengakuan kinerja BUMN tersebut tidak hanya berasal dari Majalah
Forbes, tetapi juga disampaikan lembaga pemeringkat Moody’s Investor

2 "The World’s Best Employers 2018: Alphabet Leads As US Companies Dominate List", http://
www.forbes.com, [20/11/2018].
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Service yang menaikkan peringkat utang dari Baa3 ke Baa2, yaitu PT PLN,
PT Pelabuhan Indonesia Il, PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan
PT Jasa Marga. Kenaikan rating BUMN dan surat utang itu menunjukkan
kepercayaan kalangan investor global terhadap proyek strategis nasional,
serta kemampuan BUMN dalam mencari sumber pendanaan yang efektif dan
inovatif.3

Peringkat Forbes 2018 tersebut menunjukkan bahwa BUMN memiliki
daya saing yang kuat dengan perusahaan top global lainnya, sekaligus meru-
pakan bukti keseriusan BUMN dalam mewujudkan visi sebagai penyedia
layanan dan memiliki kinerja terbaik. Di samping itu, peringkat yang saat ini
disandang BUMN menunjukkan komitmen untuk selalu meningkatkan ki-
nerja dan layanan menyeluruh, serta memperkuat peran BUMN sebagai agen
pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian BUMN, untuk me-
ningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional.*

Prestasi membanggakan juga disandang PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk, yang menjadi maskapai penerbangan paling tepat waktu atau On Time
Performance (OTP) terbaik di Asia Pasifik. Berdasarkan catatan Official Airline
Guide (OAG) Flightview selama bulan Oktober 2018, Garuda Indonesia berhasil
mencatatlan capaian OTP Arrivals sebesar 90,4% dengan jumlah penerbangan
mencapai lebih dari 15.000 flight, mengalahkan Japan Airlines (88,6%), Ana
(87,3%), IndiGO (86,2), Jet Airways (84,8%), Thai Air Asia (83,8), Qantas (83,8)
dan maskapai besar lainnya.’

Kinerja BUMN yang semakin menggeliat tersebut, juga ditandai dengan
menurunnya jumlah perusahaan negara yang merugi, pada tahun 2014
sebanyak 24 BUMN menjadi 13 BUMN pada tahun 2017. Begitu pula halnya
dengan aset BUMN yang meningkat sangat signifikan dari Rp4.487 triliun pada
tahun 2014 menjadi Rp7.210 triliun pada tahun 2017, serta total keuntungan
BUMN dari Rp143 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp186 triliun pada tahun
20175

3 TitoBosnia,”Didukung Pemerintah, Moody’s Naikan Rating 5 BUMN’, http://www.cnbcindonesia.
com, [17/11/2018).

4 Misi Kementerian BUMN:
1. mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional;
3. meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional.
http://www.bumn.go.id, [21/11/2018].

5 Garuda Indonesia Again Records Best OTP Achievement According to OAG Flightview, www.
en.netralnews.com, [21/11/2018]

6  Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2018.

BAB 1 PENDAHULUAN



A

Sejumlah prestasi BUMN lainnya yang patut dibanggakan, seperti
pembangunan infrastruktur jalan tol yang pada kurun waktu tiga tahun
terakhir telah merampungkan sepanjang 568 kilometer, yang pada kurun
waktu tahun 1980 sampai tahun 2014 pencapaiannya hanya sepanjang
700 kilometer. Begitu pula halnya dengan rasio elektrifikasi nasional yang
dikerjakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang telah mencapai 95%
dengan didukung peningkatan kapasitas pembangkit yang mencapai 17.000
Megawatt atau lebih dari 50% dari 35.000 Megawatt yang dicanangkan
pemerintah pada tahun 2019. Melalui kondisi surplus listrik yang dibarengi
dengan penyediaan tarif yang murah, akan menjadi garda terdepan dalam
menggerakkan roda perekonomian nasional.

Kinerja BUMN Sektor Konstruksi’ juga mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, dengan mencatat keuntungan di atas Rp500 triliun pada
tahun 2017. Sementara itu, Holding BUMN? Sektor Tambang pada tahun 2017
sekitar Rp2,9 triliun, yang antara lain ditopang dari kinerja PT Aneka Tambang
dan PT Bukit Asam.

Tabel 1.2
Aset dan Kapitalisasi Pasar
BUMN Sektor Konstruksi dan Infrastruktur (September 2018)

No  BADAN USAHA LaBA 2017 KAP;Z‘;;\I;ASI
MILIK NEGARA (Triliun Rupiah)

1. | Hutama Karya 48,71 1,07 -

2. | Wijaya Karya 56,89 1,36 11,44

3. | Waskita Karya 129,24 4,20 22,4

4. | Pembangunan 48,61 0,233 9,55

Perumahan
5. | Adhi Karya 28,34 0,517 4,82
6. |Jasa Marga 75,5 2,2 29,68

Sumber: Bisnis Indonesia 8 November 2018 dan berbagai sumber, diolah.

Di tengah situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian dan
kondisi perekonomian nasional yang mengalami banyak tantangan, justru

7 Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendesain Holding BUMN Sektor Infrastruktur dan
Konstruksi terdiri dari PT Hutama Karya, (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya
(Perserto) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya
(Persero). Sementara Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan terdiri dari
Perum Perumnas, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT
Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya
(Persero).

8 Dasar hukum pembentukan holding BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2016, di mana negara tetap bertindak sebagai ultimate shareholder dengan memiliki saham
seri A dwiwarna (golden share).
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sejumlah BUMN mampu menjaga pertumbuhan kinerja pendapatan dan
profitabilitas. Sampai dengan Semester | Tahun 2018, tercatat sejumlah
BUMN di Bidang Konstruksi yang berhasil meningkatkan laba bersih dan
pendapatannya.

Tabel 1.3
Kinerja Pendapatan dan Profitabilitas
BUMN Sektor Konstruksi dan Infrastruktur Semester | Tahun 2018

NO BADAN USAHA LABA BERSIH PENINGKATAN PENDAPATAN
MILIK NEGARA YonY

1. | Hutama Karya Rp614,21 miliar 69,69% Rp9,67 triliun
2. | Wijaya Karya Rp517,25 miliar 18,66% Rp12,97 triliun
3. | Waskita Karya Rp2,99 triliun 133,26% Rp22,89 triliun
4. | Pembangunan Perumahan | Rp479,75 miliar 16,99% Rp9,50 triliun
5. | AdhiKarya Rp212,70 miliar 61,98% Rp6.08 triliun
6. | Jasa Marga Rp1,04 triliun 42,47% Rp18,66 triliun

Sumber: Bisnis Indonesia 29 November 2018 dan berbagai sumber, diolah.

Peningkatan peran dan daya saing BUMN juga terlihat dari meningkatnya
pendapatan, laba, aset serta pajak dan deviden yang disetorkan ke negara.

Tabel 1.4
Peningkatan Peran dan Daya Saing BUMN
(triliun rupiah)

URAIAN 2014 2017 2018
Pendapatan 1.955 2.028 2.232
Laba 148 186 218
Aset 4577 7.212 7.817
Pajak dan Deviden 218 254 260

Sumber: Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala,
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2018.

Di samping itu, BUMN juga telah mendukung Program Ekonomi Kerakyatan,
antara lain:®

- meyalurkan KUR sebesar Rp270 triliun dan menjangkau 13,24 debitur;

- melakukan pemberdayaan pelaku usaha supermikro kepada kelompok
perempuan prasejahtera sejumlah 4,93 juta nasabah dan mampu me-
nyerap dana sebesar Rp10,61 triliun;

melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil (UKM) sejumlah
293,295 nasabah dan mampu menyerap dana sebesar Rp21,21 triliun.

(o]

Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia, 19 Oktober 2018.
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Pertanyaan besar dari berbagai prestasi dan capaian kinerja positif BUMN
tersebut, terletak pada bagaimana menjaga daya saing perusahaan negara
untuk tetap dapat bersanding dengan perusahaan-perusahaan multinasional.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dicermati, mengingat peran
ganda dan beban berat yang harus dipikul oleh BUMN dalam menjalankan
perusahaan dan melakukan aktivitas bisnis.

Pada satu sisi, BUMN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan
terhadap publik (public service) melaluiserangkaian aksi sosial kemasyarakatan.
Namun pada saat yang bersamaan, BUMN sebagai entitas korporasi dituntut
juga untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mencari
keuntungan sebesar-besarnya.

Belum lagi dengan kedudukan pemerintah sebagai pemilik saham, yang
tidak hanya mewajibkan BUMN untuk memberikan deviden, tetapi juga
pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat sewaktu-waktu merestruk-
turisasi manajemen perseroan. Lebih dari itu, pemerintah dapat memberikan
penugasan khusus terhadap BUMN, sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada
BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum
dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan
BUMN.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

Beban berat yang dipikul PT Pertamina (Persero) misalnya, terlihat jelas
dari tugasnya untuk melakukan pembangunan dan revitalisasi kilang minyak,
sebagai implementasi dari Program Kemandirian Energi Pemerintahan Joko
Widodo dan Jusuf Kalla. Pada saat yang bersamaan, PT Pertamina (Persero)
harus memacu agresivitas di sektor hulu (upstream), menghadapi tidak
sebandingnya antara tingkat kenaikan kebutuhan konsumsi dengan stagnasi
produksi minyak, terutama BBM jenis premium.'®

Di samping itu, PT Pertamina (Persero) juga dihadapkan untuk menang-
gung tren kenaikan harga minyak dunia, yang membuat BBM jenis premium
terus merangkak naik. Padahal, pemerintah berkomitmen untuk memper-
tahankan harga keekonomian BBM dalam rangka menjaga inflasi maupun
daya beli masyarakat. Akibatnya, beban usaha (cost of good sold) dan biaya

10 Realisasi produksi minyak pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1,06 juta barel per hari, dan
pada tahun 2017 sebanyak 815.000 barel per hari. Sementara itu, konsumsi pada tahun 2005
mencapai 1,2 juta barel per hari dan pada tahun 2017 sebanyak 1,75 juta barel per hari. Pada
tahun 2019 diproyeksikan produksi minyak sekitar 723 barel per hari, sementara konsumsi
masyarakat terhadap minyak sekitar 2,04 juta barel per hari.
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operasional PT Pertamina (Persero) selama Semester | Tahun 2018 meningkat
25,33% menjadi US$24,39 miliar dibandingkan dengan periode yang sama
pada tahun sebelumnya, yaitu US$19,46 miliar.

Berbagai kondisi dan beban yang harus ditanggung sejumlah BUMN
tersebut, menjadikan kinerja dan prestasi membanggakan yang disandang
BUMN tidak serta merta membuat mereka terbebas dari penyimpangan
(fraud) dan korupsi. Keberlangsungan sebuah BUMN maupun perusahaan
swasta tidak hanya dipengaruhi mismanagement dan fraud yang dilakukan
oleh kalangan internal, tetapi juga bias berasal dari kondisi di luar jangkauan
dan kontrol perseroan, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro
ekonomi dalam skala nasional maupun alur perekonomian dunia." Berbagai
kasus yang menyeret organ perseroan dalam pusaran suap dan korupsi,
setidaknya memperlihatkan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan BUMN dan
berbagai perusahaan swasta tidak imun dari virus korupsi.

Di lingkungan BUMN misalnya, korporasi PT Nindya Karya dijadikan
tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 13 April
2018 karena bersama-sama dengan PT Tuah Sejati diduga terlibat korupsi
Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar di Kawasan Bebas dan Pelabuhan
Sabang Aceh Tahun Anggaran 2006-2011. Kedua korporasi tersebut diduga
melakukan penyimpangan dalam proses lelang melalui penunjukan lang-
sung, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan peng-
gelembungan harga, dengan kerugian negara sekitar Rp313 miliar dari nilai
proyek sebesar Rp793 miliar.

KPK juga telah menetapkan dua pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur, masing-masing Kepala Divisi
Il periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan
Risiko Divisi Il periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. Keduanya diduga telah
menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan sejumlah
proyek infrastruktur fiktif, yang sebenarnya telah dikerjakan perusahaan lain.

Sebagian dari pekerjaan proyek itu telah dikerjakan perusahaan lain,
namun tetap dibuat seolah-olah dikerjakan oleh perusahaan subkontrak-
tor sehingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk membayar kepada perusahaan
subskontraktor untuk kemudian diserahkan kembali, yang antara lain diper-
gunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Akibat perbuatan me-
lawan hukum tersebut, negara dirugikan sekitar Rp186 miliar, yang diidentifi-
kasi berasal dari empat belas proyek infrastruktur.

11 Orinton Purba, Petunjuk Teknis Bagi RUPS, Komisaris, dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari
Jerat Hukum, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, him.6.
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Tabel 1.5
Dugaan Proyek Infrastruktur Fiktif

Nomor Nama Proyek Lokasi

1 Proyek Normalisasi Kali Bekasi hilir Bekasi, Jawa Barat

2 Proyek Kanal Banjir Timur Paket 22 Jakarta

3 Proyek Bandar Udara Kualanamu Sumatera Utara

4 Proyek Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat

5 Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1 Jakarta

6 Proyek PLTA Genyem Papua

7 Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 1 Jawa Barat

8 Proyek Flyover Tubagus Angke Jakarta

9 Proyek Flyover Merak-Balaraja Banten

10 Proyek Jalan Layang Non-Tol Antasari-Blok M Jakarta

11 Proyek Jakarta Outer Ring Road Seksi W-1 Jakarta

12 Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 | Bali

13 Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4 | Bali

14 Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat Kutai Barat,
Kalimantan Timur

Sumber: Koran Tempo dan Bisnis Indonesia, 18 Desember 2018

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah melakukan penyidikan terha-
dap entitas PT Pertamina (Persero) dalam kasus Akuisisi Blok Basker, Manta,
Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009. Kasus ini berawal dari keputusan
Pertamina untuk mengambil alih 10% hak partisipasi (participating interest)
di Blok BMG dari perusahaan hulu migas Roc Oil Company Limited Australia
pada bulan Mei 2009 sehingga PT Pertamina (Persero) akan mendapatkan
minimal 800 barel per hari. Akan tetapi ternyata, rata-rata produksi BMG
sepanjang bulan April-Desember 2009 hanya sekitar 2.517 barel per hari,
dan terus menyusut sampai akhirnya berhenti berproduksi pada bulan
November 2010."? Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan
para tersangka itu, mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp568 miliar.'?

Di lingkungan korporasi swasta nasional, PT Duta Graha Indah Tbk telah
ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi pem-
bangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana

12 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register
Perkara PDS-16/Pid.Sus/08/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

13 Menurut Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno,
Ak Nomor 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, kerugian negara dalam
perkara Akuisisi Blok BMG sebesar (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta
rupiah).
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Tahun 2009-2010. PT Duta Graha Indah yang kemudian berganti nama
menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring diajukan ke persidangan tindak pidana
korupsi karena diduga telah merugikan negara sekitar Rp25 miliar dari nilai
proyek sebesar Rp138 miliar.

Begitu pula halnya dengan keterlibatan Direktur Operasional Lippo Group
Billy Sindoro, yangdidugatelah melakukan penyuapanterhadap pejabat publik
terkait dengan aktivitas korporasi. Dalam hal ini, KPK menangani dua perkara
yang berkaitan dengan Lippo Group, yaitu kasus suap Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pengaturan perkara yang menjerat anak-
anak usaha Lippo Group di tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi.
Kasus kedua yang menjerat Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro,
yaitu penyuapan terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa
pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam proses perizinan
Pembangunan Kota Terpadu Meikarta.™

Kasus suap yang melibatkan korporasi tidak hanya terkait perizinan,'
tetapi juga menyangkut persoalan agenda pembahasan rapat kerja di DPRD.
Dalam hal ini, PT Binasawit Abadi Pratama sebagai anak usaha Sinar Mas
Group yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, melobi Ketua Komisi
B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton agar pengelolaan limbah yang
menyebabkan pencemaran lingkungan di Danau Sembuluh tidak dibahas
dalam rapat kerja di DPRD Kalimantan Tengah. Selain itu, PT Binasawit Abadi
Pratama juga meminta agar DPRD Kalimantan Tengah tidak melakukan kon-
ferensi pers mengenai ketiadaan izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah meskipun
PT Binasawit Abadi Pratama belum lama beroperasi. Untuk itu, KPK telah me-
netapkan pejabat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART)'®
Edy Saputra Suradjat sebagai tersangka kasus suap terhadap sejumlah ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

14 Kota Terpadu Meikarta adalah salah satu proyek prestisius Lippo Group yang merupakan kerja
sama antara dua anak usahanya, yaitu PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek
yang direncanakan berada di atas lahan seluas 500 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp278
triliun dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama, yang 100 persen sahamnya dikuasai Lippo
Cikarang, sedangkan Lippo Karawaci menguasai sekitar 54 persen saham PT Lippo Cikarang.

15 Pada hakikatnya, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana
ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sjachran Basah, Perlindungan
Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1992, him 45.

16 PT SMART Tbk merupakan perusahaan publik produk konsumen berbasis sawit yang ter-
integrasi dan terkemuka di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit SMART mencakup lebih dari
138 ribu hektar dan PT SMART Tbk mengoperasikan sekitar enam belas pabrik kelapa sawit,
lima pabrik pengolahan inti sawit dan empat pabrik rafinasi di Indonesia. About PT SMART Tbk,

https://www.smart-tbk.com.
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Tabel 1.6

Beberapa Kasus Suap Perizinan
Antara Birokrat dan Swasta

No KASUS SUAP BIROKRAT SWASTA NILAI SUAP (Rp)
1. | Izin lokasi - Rita Widyasari - Khairudin 6 Miliar
perkebunan sawit di (Bupati)
Kutai Kartanegara
2. | Perizinan pendirian - Nyono Suharti 1,2 Miliar
rumah sakit baru Wihardoko (Bupati)
di Jombang - Ina Silestyowati
(Kadis Kesehatan)
3. | Perizinan - Imas Ayumningsih |- Miftahudin 1,5 Miliar
pembangunan pabrik |  (Bupati) - Puspa
di Subang - Asep Santika Sukrisna
(Kabid PTSP)
4. | Rekomendasi izin - Mustofa Kamal Pasa | - Ockyanto 2,7 Miliar
ruangdan mendirikan |  (Bupati) - Onggo
bangunan di - Zainal Abidin Wijaya
Mojokerto (Kadis PUPR)
5. | Pengurusan perizinan | - Neneng Hassanah |- Billy 7 Miliar
Proyek Meikarta di Yasin (Bupati) Sindoro
Kabupaten Bekasi - Dewi Tisnawati
(Kadin DPMPTSP)
- Sahat MBJ Nahor
(Kadis Damkar)
- Jamaludin
(Kadis PUPR)
- Neneng Rahmi
(Kabid Tata Ruang
Dinas PUPR)
6. | Pengurusan lzin - Nur Alam 50 Miliar

Usaha Pertambangan
di Wilayah Sultra

(Gubernur Sultra)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tentu saja, keterlibatan korporasi ternama dalam sederetan kasus korupsi
sangat mengkhawatirkan karena pada umumnya mereka memiliki aset dalam
jumlah besar dan menguasai sumber daya alam potensial sehingga dapat
menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Besarnya kerugian
keuangan negara tidak hanya terbatas pada nilai suap terhadap mantan
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, tetapi juga dampak persetujuan
peningkatan lzin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi
Produksi kepada PT Bily Indonesiayang meminjam nama PT Anugerah Harisma
Barakah yang mengakibatkan kerugian ekologis berupa kerusakan tanah
dan lingkungan sebesar Rp2,7 triliun."” Begitu pula halnya dengan kasus

17 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 19 Juli
2018.
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pemberian suap sebesar Rp13 miliar dari delapan perusahaan nikel terhadap
mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, ternyata telah menimbulkan
kerugian negara yang cukup besar sebagai akibat tidak dibayarnya pajak
dan royalti serta tidak dilakukannya reklamasi lokasi tambang di wilayah
Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Molawe.

Rasanya sulit diterima akal sehat (common sense) apabila korporasi tidak
mengetahui ataupun tidak terlibat, mengingat besarnya uang suap yang
dijanjikan maupun diterima mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman
dan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Terlebih lagi penyuapan itu
dilakukan dalam rangka untuk mengurus perizinan usaha, yang sesuai dengan
bidang bisnis korporasi sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar
perseroan.

Dalam optik teoretik, keterlibatan korporasi dalam kasus suap sebagai-
mana yang terjadi di Konawe Utara maupun di Kabupaten Bekasi dapat di-
kategorikan sebagai crimes for corporation. Hal ini dikarenakan korporasi
mendapatkan keuntungan dari keluarnya izin usaha, sebagai akibat dari pe-
nyuapan yang dilakukan organ perusahaan yang menduduki jabatan sebagai
directing mind. Di samping itu, acapkali korporasi juga sengaja didirikan dan
dikendalikan untuk melakukan kejahatan (corporate criminal), bahkan kerap
kali merupakan kamuflase dalam rangka menyembunyikan kejahatan yang
sesungguhnya.'®

Banyaknya korporasi yang terlibat penyuapan maupun korupsi, secara
tidak langsung menunjukkan akan lemahnya modalitas dalam mencegah
korupsi korporasi. Fakta ini sejalan dengan Laporan Transparency in Corporate
Reporting 2017 yang dikeluarkan Transparency International Indonesia, yang
mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 100 perusahaan (fortune top
hundred) terbesar di Indonesia dinilai tidak cukup terbuka kepada publik dan
berpotensi gagal membuktikan program antikorupsi di internal perusahaan.’

Mencermati fenomena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mem-
perlihatkan bahwa keterlibatan korporasi dalam kasus suap menyuap meru-
pakan conditio sine quanon untuk mempercepat dan melancarkan bisnis, baik
untuk usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Ketika aktivitas investasi
dan bisnis memerlukan kecepatan untuk memperoleh keuntungan, namun
pada sisi lain acapkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memperlambat
dan menghambatnya melalui serangkaian prosedur birokrasi yang panjang

18 Steven Box, Power, Crime, and Mistification, London: Tavistock Publications, 1983, him. 22.
19 www.ti.orid/transparency-in-corporate-reporting.
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dan berbelit-belit. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya instansi teknis,
yang tidak mau menyerahkan kewenangan dalam penerbitan izin kepada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).%°

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mempercepat proses perizinan
berusaha masih menyisakan berbagai persoalan hukum. Beberapa perizinan
yang dialihkan pada Online Single Submission (OSS), ternyata masih merupa-
kan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Online Single Submission se-
bagai lembaga penyelenggara perizinan penanaman modal ditengarai ma-
sih berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, yang mengamanatkan agar penyelenggaraan perizinan
penanaman modal dilakukan melalui PTSP. Begitu pula halnya dengan per-
izinan Online Single Submission yang hanya memiliki QR Code tanpa adanya
digital signature sehingga dinilai tidak memiliki syarat legal formal sahnya
keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanat-
kan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Kesemua persoalan itu dikhawatirkan akan menimbulkan keti-
dakpastian, baik dari dari aspek hukum maupun waktu penyelesaiannya.

Pada sisi lain, maraknya kasus suap yang melibatkan pengusaha dan
birokrat, pada dasarnya dikarenakan adanya perbedaan orientasi di antara
keduanya. Orientasi hasil yang banyak dianut kalangan pengusaha dan
pelaku bisnis, antara lain ditandai dengan keinginan untuk mendapatkan izin
usaha melalui prosedur yang sederhana dan waktu yang cepat. Sementara
aparatur birokrasi yang umumnya berorientasi prosedur berpendapat harus
ada tahapan untuk mengeluarkan izin.

Kebutuhan akan proses perizinan yang cepat bagi setiap pengusaha
merupakan suatu keniscayaan, sementara aparatur birokrasi memiliki sejum-
lah kewenangan untuk mengatur dan menentukan aktivitas bisnis yang ada
di wilayahnya. Akibatnya, mereka bertemu dalam suatu kesepakatan jahat,
layaknya teori permintaan dan penawaran yang sangat menentukan besaran
biaya dan harga dari suatu produk perizinan. Tentu saja, biaya yang dikeluar-
kan pengusaha akan semakin besar ketika prosedur pengurusan izin semakin
panjang dan melibatkan banyak instansi ataupun pejabat birokrasi.

20 Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha, Pemerintah telah menge-
luarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha, yang menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Pelaksanaan 0SS
akan disinergikan den